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MOTTO

“Don’t lose hope. Everything happens for a reasle never know what

tomorrow may bring®.

“Jangan kehilangan harapan. Segala hal terjadkusutatu alasan. Kita tidak akan

pernah tahu apa yang akan terjadi besok”.

! http : //lwww.enlighteningquotes.com diakses paata $enin tanggal 28 Maret 2016
pukul 14.15 WIB
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RINGKASAN

Perusahaan sebagai simbol dari sistem ekonomi @mmnmenjadi jelas
secara inheren, struktur, dan fungsinya adalaktesis bagi perlindungan hukum
pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, sdiplmpai kesenjangan antara
das sollen(yang seharusnya) datas sein(kenyataan). Kesenjangan antdies
sollen dan das seinini disebabkan adanya perbedaan pandangan dasipprin
antara kepentingan hukum (perlindungan hukum bagjkepa/buruh) dan
kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), keganthukum menghendaki
terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksmaalun bagi perusahaan hal
tersebut justru menjadi hambatan karena akan manguiaba perusahaan.

Di Indonesia, Kesehatan dan Keselamatan Kerja WB8xng diterapkan
secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih blamya kasus kecelakaan kerja
di tempat kerja yang menimbulkan kerugian, baik imaraupun materiil.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 status aakergnduduk adalah bekerja
dengan status berusaha (46,79%), pekerja penepata (88,58%), dan pekerja
keluarga (9,83%), tersebar di sektor formal mauptormal. Sementara data dari
Jamsostek menunjukkan, 9 orang meninggal akibatldde@gan kerja pada tahun
2013. Menurutnya, data tersebut hanya menunjukleera yang aktif dan
tercatat. Itu artinya, data tersebut hanya menkajukl0% dari keseluruhan
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja aktual. et data darlLO
menunjukkan, rata-rata terdapat 99.000 kasus Kexatakerja. Dari total jumlah
itu, sekitar 70% berakibat fatal, yakni kematiaauatacat seumur hidup, kasus ini
terjadi pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas makalipeertarik untuk
mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukenmadap buruh atau
tenaga kerja di Indonesia dengan judul skripsfPerlindungan Hukum
Terhadap Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalan Perusahaan
Akibat Tidak Diterapkannya Keselamatan Dan Kesehata Kerja (K3)”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di aw@ka sampai pada

permasalahan yang di dapat adalah sebagai berikut :

xiii
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1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap bymag menjadi
korban kecelakaan kerja dalam perusahaan akilzdt tiderapkannya
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan jika terjazbl&keaan kerja
akibat tidak diterapkannya Keselamatan dan Keseh&tga (K3)?

3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukarbaruh yang
mengalami kecelakaan kerja dalam perusahaan?

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitiknipsi ini dapat
diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perluteagik@n suatu tujuan
penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapagagiitmenjadi 2 (dua) yaitu
tujuan khusus dan tujuan umum. Tipe penelitian pskrini adalah Yuridis
Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibaldan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kakkbah atau norma-norma
dalam hukum positif.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah,afef perlindungan
hukum terhadap buruh/pekerja dapat dibagi menja@i gaitu, perlindungan
hukum preventif dan perlindungan hukum represiflifdungan hukum preventif
berkaitan dengan usaha pencegahan terhadap tggakicelakaan kerja dalam
perusahaan akibat tidak diterapkannya KeselamaaanKeésehatan Kerja (K3),
Perlindungan hukum represif dilakukan setelah demyga pelanggaran yang akan
menimbulkan adanya sanksi administratif dan sapksana bagi pihak yang
bersengketa.

Kedua, Tanggung jawab perusahaan terhadap burughrganjadi korban
kecelakaan kerja akibat tidak diterapkannya Kesalamdan Kesehatan Kerja
(K3) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggawaban internal dan
pertanggungjawaban eksternal. Pertanggungjawalamah terlihat dalam Pasal
153 huruf j yang menyatakan bahwa pekerja/burubnddteadaan cacat tetap,
sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karenauhgan kerja yang menurut
surat keterangan dokter yang jangka waktu penyearbwa belum dapat
dipastikan tidak dapat dilakukan Pemutusan Hubungana (PHK) kepada
buruh/pekerja tersebut. Pertanggungjawaban ekstdapat diwujudkan dengan

Xiv
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jalan wajib mengikutsertakan seluruh buruh/pekesjmtu perusahaan dalam
program pemerintah yang menjamin kelangsungan himuph/pekerja setelah
mengalami kecelakaan kerja yaitu Jaminan KecelaKaaja.

Ketiga, Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh mietth/pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja akibat tidak diterapianiKeselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan dapat deskdesdalam 2 (dua) jalur,
yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industfialuar pengadilan yaitu
melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi deahitrase. Selanjutnya setelah
tidak menemukan titik temu dapat diselesaikan maelpkengadilan hubungan
industrial.

Saran dari penelitian skripsi ini adalah, Pertarbagi pemerintah
hendaknya lebih memperketat pengawasan terhadagugsm yang tidak
menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K&mndpkerusahaan. Kedua,
hendaknya pemberi kerja atau pengusaha mempri@itageselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaannya karengadeadanya lingkungan
kerja yang aman, nyaman dan tenteram akan menigaibukieinginan untuk
bekerja dengan baik. Ketiga, pengusaha dan burkevjpeyang bersengketa baik
di luar pengadilan maupun melalui pengadilan dilesa mendapatkan hasil
yang adil sehingga pengawasan dari pemerintah perigawasan dari Serikat
Buruh/Serikat Pekerja sangat dibutuhkan dalam usaémenuhan hak-hak
buruh/pekerja.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertgahg akan dicapai,
dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan modab ysadah satunya adalah
sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dekgayawan atau buruh.
Kemajuan perusahaan dapat dilihat dari prestasj yhinerikan oleh karyawan
karena prestasi merupakan hasil dari apa yangilkhiakaryawan apakah sesuai
atau tidak dengan harapan perusahaan. Tetapi kemaaniperprestasi masing-
masing karyawan berbeda-beda karena disebabkankel@ampuan individu,
pekerjaan yang diberikan dan fasilitas yang dilzerigerusahaan.

Peran serta sumber daya manusia harus didukungulgrengembangan
peningkatan kualitas sumber daya dan pemberianvasotiKebutuhan karyawan
dalam melaksanakan pekerjaannya perlu mendapahduergan karena dengan
adanya lingkungan kerja yang aman, nyaman danréntakan menimbulkan
keinginan untuk bekerja dengan baik. Semakin teasgd fasilitas keselamatan
kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kdaa kerja. Selain
keselamatan kerja, kesehatan kerja juga merupadorfyang penting dalam
pengembangan peningkatan kualitas sumber daya faanus

Perusahaan sebagai simbol dari sistem ekonomi @mnmenjadi jelas
secara inheren, struktur, dan fungsinya adalaktesis bagi perlindungan hukum
pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, sdiplmpai kesenjangan antara
das sollen(yang seharusnya) datas sein(kenyataan). Kesenjangan antdes
sollen dan das seinini disebabkan adanya perbedaan pandangan dasipprin
antara kepentingan hukum (perlindungan hukum bagjkempa/buruh) dan

kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), keganthukum menghendaki

'Catarina Cori Pradnya Pramitha,dkk, 2012, JurmaielhPengaruh Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. RBEERSERO)APJ Semarandpiversitas
Diponegoro, Semarang, him 2
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terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksmaalun bagi perusahaan hal
tersebut justru menjadi hambatan karena akan mangilaba perusahaan

Produktivitas pekerja yang tinggi sangat diharapideh pihak perusahaan
karena hal tersebut berpengaruh dan dibutuhkamdalkenjaga kelancaran proses
produksi di perusahaan. Dengan itu, perlu diterapdeselamatan dan kesehatan
kerja di tempat kerja yang menjamin hak pekerja ukintmendapatkan
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan karjBeylindungan keselamatan
dan kesehatan kerja para pekerja akan meningkafkaduktivitas dan
selanjutnya akan memberikan keuntungan bagi pemasalkarena kelancaran
proses produksinya.

Pekerja/buruh berkewajiban dalam menyelesaikanrjgeeya dituntut
untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat thepgesempatan untuk
memikirkan keselamatan dan kesehatan kerjanya &alibayang-bayangi adanya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itat & potensi dan sumber
bahaya yang ada di tempat kerja semakin mening&bagai dampak dari
penggunaan mesin, alat kerja, bahan dan faktokuimgan kerja yang bisa
mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan petgiabat kerja.

Berdasarkan PEMNAKER 05/MEN/1996 menyebutkan bahwa

Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kebanyak
seratus orang atau lebih dan atau mengandung potmsya yang
ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahaodpksi yang
dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menaraldis.

Namun walaupun demikian sangat sedikit sekali @dragn yang sadar
akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dK8&mpat kerja yang
berpedoman pada Undang-Undang Rl Nomor 1 tahun t&9i@ng Keselamatan
Kerja dan Undang-Undang Rl Nomor 13 tahun 2003atenKetenagakerjaan.

Di Indonesia, Kesehatan dan Keselamatan Kerja B8xng diterapkan
secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih blamya kasus kecelakaan kerja
di tempat kerja yang menimbulkan kerugian, baik imaraupun materiil.

International Labour Organizatiorselanjutnya disebut dengdinO tahun 2013

*Catarina Cori Pradnya Pramit@m Cit, him 2
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mencatat, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 1k #arena kecelakaan kerja
dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tabelpelumnya (2012)LO
mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaanpdagakit akibat kerja
(PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 status pakgrgnduduk adalah
bekerja dengan status berusaha (46,79%), pekemgripge upah (38,58%), dan
pekerja keluarga (9,83%), tersebar di sektor formalipun informal. Sementara
data dari Jamsostek menunjukkan, 9 orang meningighht kecelakaan kerja
pada tahun 2013. Menurutnya, data tersebut hanyamekan pekerja yang
aktif dan tercatat. Itu artinya, data tersebut laamgenunjukkan 10% dari
keseluruhan pekerja yang mengalami kecelakaan &ktjgl. Sementara data dari
ILO menunjukkan, rata-rata terdapat 99.000 kasus &eaah kerja. Dari total
jumlah itu, sekitar 70% berakibat fatal, yakni kéiana atau cacat seumur hidup,
kasus ini terjadi pada tahun 2315

Sindonews.conmenyebutkan, ada lebih dari 10 kasus kecelakaga ker
selama 2015 akibat tidak menerapkan K3 secara aptifada 3 Maret lalu di
Batam, seorang teknisi tower Telkomsel terjatuh kietinggian 36 meter karena
terpeleset dan jatuh tanpa menggunakan pelindung. kBedangkan pada 31
Maret lalu, di Kefamenanu, NTT, seorang kakek ysedang membuat pagar besi
tewas tersengat listrik karena tidak mengetahui gdagan kabel listrik
berbahaya pada mesin gerindanya. Ada juga kasasABiK yang jatuh di laut
dan salah satunya tewas di Cilegon pada 6 Apnl kdrena ketiganya tidak
melengkapi diri dengan alat keselamatan kerja sa@d@ng memperbaiki sekoci.
Contoh kasus diatas adalah sebagian kecil dariskasuelakaan akibat tidak

diterapkannya Keselamatan dan Kesehatan Kerjad&@mn perusahaan

*http:/lwww.depkes.go.id/article/view/201411030006tang-pekerja-di-dunia
meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaan-kdrd.hdiakses pada hari Selasa tanggal 03
November 2015 pukul 12.05 WIB

“Ibid

*http://kecelakaan kerja, 8 orang meninggal per haryo budayakan k3! _
careernews.htm diakses pada hari rabu tanggal @mmimer 2015 pukul 14.30 wib.
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas makalipeertarik untuk
mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukenmadap buruh atau
tenaga kerja di Indonesia dengan judul propos@bskr“Perlindungan Hukum
Terhadap Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalan Perusahaan

Akibat Tidak Diterapkannya Keselamatan Dan Kesehata Kerja”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di amaka sampai pada
permasalahan yang di dapat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap bymag menjadi
korban kecelakaan kerja dalam perusahaan akilzdt tiderapkannya
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan jika terjazblédeaan kerja
akibat tidak diterapkannya Keselamatan dan Keseh&tga (K3)?

3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukarbaruh yang

mengalami kecelakaan kerja dalam perusahaan?

1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum
a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratarkyang bersifat
akademik guna meraih gelar Sarjana Hukum pada teaskuHukum
Universitas Jember.
b. Mengembangkan IImu Pengetahuan pada bidang hukunpet&uliahan
yang bersifat teoritis dengan praktik yang ter@galam masyarakat.
c. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagyanakat umum,

para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
a. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hulermatlap buruh
yang menjadi korban kecelakaan kerja dalam perasalakibat tidak

diterapkannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
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b. Mengetahui dan memahami tanggung jawab perusah&an tgrjadi
kecelakaan kerja akibat tidak diterapkannya Kesalamdan Kesehatan
Kerja (K3).

c. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yarag diggkukan oleh

buruh yang mengalami kecelakaan kerja dalam peaasah

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau pemeganklimu Hukum,
tentang perlindungan hukum terhadap buruh yang lmeg&kecelakaan
kerja dalam perusahaan akibat tidak diterapkanngselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3).

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat daariptah daerah
dalam memberikan perlindungan hukum bagi buruh yAnggikan akibat

tidak diterapkannya Keselamatan dan Kesehatan K€gn

1.5 Metode Penelitian

Fungsi penelitian hukum adalah untuk mendapatkarbararan,
sesungguhnya kebenaran memang ada. Kebenaran lulambukan kebenaran
secara religius dan metafisis, melainkan dari sepistemologis, artinya
kebenaran harus dilihat dari segi epistemofodidetode penelitian merupakan
cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkagn dlapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tupemelitian dapat dicapai.
Metode penelitian pada karya ilmia merupakan agpegtemologis yang sangat
penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersesdiara rinci dan jelas
Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalamefptian ini :

*Peter Mahmud Marzuki, 201®enelitian Hukum Edisi Revjskencana Perdana Media
Group, Jakarta, him. 20

"Universitas Jember, 201Bedoman Penulisan Karya llimiah. Edisi Ketiga, catak
ketigg Jember University Press, Jember , him. 21.
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1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunampskini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkibahas, dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkaidah-kaidah atau norma-
norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis norrhdtlakukan dengan mengkaji
bernagai macam aturan hukum yang bersifat formegersi Undang-Undang,
literatur-literatur yang bersifat konsep teoritimng kemudian dihubungkan

dengan permasalahan yang menjadi pokok permasélahan

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum khususnya dalanyymsman skripsi ini,
penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspekgenai isu hukum yang
diangkat dalam permasalahan untuk kemudian ditgitha mendapatkan
jawabannya, maka untuk itu di dalam suatu penelitiskum terdapat beberapa
macam pendekatan. Adapun di dalam penyusunan iskiigs penulis
menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan PerUndang-Undangatafute Approagh
Pendekatan perUndang-Undangastatute approach dilakukan
dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasy ya
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditartdasil dari
telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk nadkeat isu
yang dihadapi

2. Pendekatan Konseptu&dgnseptual Approagh

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan

melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsipsipritnukum.
Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandargandangan
sarjana ataupun doktrin-doktrin huktfin

1.5.3 Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberpaskripsi
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumbdsesupenelitian. Sumber-

sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadibstisumber penelitian

*Peter Mahmud Marzukp Cit, him.194
’Ibid, him 133
bid, him 135
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yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahambabkum sekunder.
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaeesitoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdari perUndang-
Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dagdambuatan perUndang-
Undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan-bahan sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupdé&knmen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teksnka-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusagamlart”.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang akan dipergunakaandahengkaji

setiap permasalahan dalam penulisan skripsi inahda

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19&ftang
Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Insiandahun
1970 Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara Republioriesia
Nomor 2918).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun3Z0Déntang
Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indangéshun 2003
Nomor 39 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Inslandomor
4279).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2@#ang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. flaean Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 ; Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TahumZDéntang
Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negarpuliti&
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 ; Tambahan Lembé&tagara
Republik Indonesia Nomor 4456).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahur@ZDéntang
Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmloun 2009

Y1bid, him 141
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Nomor 144 ; Tambahan Lembaran Negara Republik lesianNomor
5607)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 TahunlZDéntang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran &ldgepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 ; Tambahan Lembalagara
Republik Indonesia Nomor 5256).

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. NPer-
05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atas daisanma dalam

penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikajamakkripsi ini akan ditinjau

penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh inforteatang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negegbekadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukwsitip Bahan hukum
sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum gerknakripsi, tesis, dan
disertasi hukum. Disamping itu juga, kamus-kamu&uhy dan komentar-
komentar atas putusan pengadifaelain itu juga bahan-bahan hukum sekunder
juga termasuk buletin-buletin lain yang memuat tieledat dan dengar pendapat

di parlemen, serta dari situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekuadmber bahan
non hukum dapat berupa, internet, ataupun lap@pordn penelitian non hukum
dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyaeveeisi dengan topik

penulisan skripsF.

“\bid, him 155
Blbid, him 164
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1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil peneliyiang sudah terkumpul
dipergunakan metode analisa bahan hukum deduké&ftu ysuatu metode
penelitian berdasarkan konsep atau teori yangfaetsnum diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang seperangkat data, atau mekanjukomparasi atau
hubungan seperangkat data dengan seperangkatatejdayn dengan sistematis
berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoléamidahkan pendapat para
sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kagagai bahan
komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipeaan dalam melakukan
suatu penelitian hukum, yattl

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halhyang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang Henda
dipecahkan ;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipgnda
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan saran
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjaaeab
isu hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yeatgh
dibangun di dalam kesimpulan.

“Ibid, him 171
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk metigdundividu
dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau keidadah yang menjelma
dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adaetgtiban dalam pergaulan
hidup antara sesama manudzia

Menurut Soetjipto Raharjo perlindungan hukum adadalanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara nokagétan suatu kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannyaeliats Selanjutnya
dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan seisaigerupakan tujuan dari
hukum adalah memberikan perlindungan (pengayomgwada masyarakat. Oleh
karena itu, perlindungan hukum terhadap masyaraksébut harus diwujudkan
dalam bentuk adanya kepastian hukim

Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukagi bakyat dalam
2 (dua) macam vyait:

1. Perlindungan hukum preventif artinya ketentuan nukdapat
dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap &ndak
pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan deng
membentuk antara hukum yang bersifat normatif.

2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan terjadinya sengketa, yang mengarainkaakan
pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilanukegan
berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang sépre
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengkietamasuk
penanganannya di lembaga peradilan.

Setiono, 2004,Rule of Law (Supremasi HukumMagister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakérte.

'*Soetjipto Raharjo, 200(Permasalahan Hukum di Indonesialumni, Bandung, him
121.

YPhilipus M. Hadjon, 1987Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesiina Iimu,
Surabaya, him 1

10
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Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Irdoe merupakan
implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungahadap harkat dan
martabat manusia yang bersumber pada Pancasilgprdesip Negara Hukum
yang berdasarkan Pancasila. Secara yuridis Pasaldang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikanngdarigan bahwa setiap
tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang santuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa memaedeakis kelamin, suku,
ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan ndaatkemampuan tenaga kerja
yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sarhadigy para penyandang
cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada perguasitk memberikan hak
dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan ketasnin, suku, ras, agama,

warna kulit, dan aliran politig.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketersagain
menyebutkan, perlindungan terhadap tenaga kerjakdindkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamesanipatan, serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewajdulkesejahteraan
pekerja/burun dan keluarganya dengan tetap mentpemhaperkembangan
kemajuan dunia usaha Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menur
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi:

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh urguknding
dengan pengusaha.

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuaeak, adan
penyandang cacat.

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminasials
tenagakerja.

Bhttp://www.keselamatan dan kesehatan kerja yand lmilam perusahaan_ismi
herdyanti's blog.htm diakses pada hari selasa tififgnovember 2015 pukul 12.10 wib

YAgusmidah, 2010Hukum Ketenagakerjaan Indonesi@halia Indonesia, Medan, him
61
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Imam Suepomo membagi perlindungan pekerja/burumanjadi 3 (tiga)
macam, yaitu sebagai berikut

a. Perlindungan ekonomis
Suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan aisahha
untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu peighasng
cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya leesert
keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersedak tmampu
bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perigah ini
disebut dengan jaminan sosial.

b. Perlindungan sosial
Suatu  perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan péerje
itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupan a@ebag
manusia pada umumnya, dan sebagai anggota madyaaka
anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesekeitjan

c. Perlindungan teknis
Suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan adsahha
untuk menjaga pekerja/buruh dari bahaya kecelajang dapat
ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat keijanya atau
oleh bahan vyang diolah atau dikerjakan perusahaan.
Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamataja k

2.2 Pemberi Kerja/Pengusaha
2.2.1 Pengertian Pemberi Kerja/Pengusaha

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 72003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa pengusaha adalah :

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hulamg y
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukugrsgcara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan nyiékn

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hulamg y
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaidiaraksud
dalam huruf a dan b yang berkedudukan di laur \aiay
Indonesia.

Maksud dari pengertian diatas adafah

a) Orang perseorangan adalah orang pribadi yang raekgh atau
mengawasi operasional perusahaan.

“Ibid, him 62
?’Danang Sunyoto, 2013ak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan PengusaRastaka
Yustisia, Jogjakarta, him. 28
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b) Persekutuan adalah suatu bentuk usaha yang tidddadaen
hukum sperti CV, FirmaMaatschap dan lain-lain, baik yang
bertujuan untuk mencari keuntungan maupun tidak.

c) Badan hukum récht persoh adalah suatu badan yang oleh
hukum dianggap sebagai orang, dapat mempunyai harta
kekayaan secara terpisah, maupun hak dan kewdjidam dan
berhubungan hukum dengan pihak lain. ContohnyaeR®as
Terbatas (PT), yayasastichting, koperasi, pemerintah daerah,
maupun negara.

Pada prinsipnya pengusaha adalah pihak yang mekgedaperusahaan
baik milik sendiri maupun bukan milik sendiri. Secaimum istilah pengusaha
adalah orang yang melakukan suatu usaha. Istilaly yhpergunakan dalam
peraturan perUndang-Undangan sebelumnya adalatkamayaitu orang atau
badan mempekerjakan buruh. Sebagai pemberi kesfggyusaha adalah seorang
majikan dalam hubungannya dengan pekerja atau buratla sisi yang lain
pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan nail&aiglah seorang pekerja
atau buruh dalam hubungan dengan pemilik perusahteanpemegang saham

karena bekerja dengan menerima upah atau imbalam dentuk laiff.

2.2.2Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja
2.2.2.1 Hak-Hak Pemberi Kerja/Pengusaha

Hak pengusaha atau pemberi kerja adalah sesuatyhgms diberikan
kepada pengusaha sebagai konsekuensi adanya pgkegjdekerja padanya atau
karena kedudukannya sebagai penguSaB&rdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hak4{ekberi kerja
diantaranya :

1. Membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha;

2. Penutupan perusahaarook ou) sebagai akibat gagalnya
perundingan yang harus dilakukan sesuai denganntkeie
hukum yang berlaku (kecuali tuntutan normatif dari
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikathyiru

3. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alastmtie
sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang.

2|bid, him 29
“|bid, him 50
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Adapun hak-hak dari pengusaha atau pemberi kepatddta jabarkan

sebagai berikat :

1.

Boleh menunda pembayaran tunjangan sementara ridakpu
bekerja sampai paling lama lima hari terhitung muari
kecelakaan terjadi, jikalau buruh yang ditimpa kakaan tidak
dengan perantaraan perusahaan atau kalau belum ercdefp
surat keterangan dokter yang menerangkan, bahwd higak
dapat bekerja karena ditimpa kecelakaan;

Dengan persetujuan sebanyak-banyaknya 50% apabila
kecelakaan terjadi sedang di bawah pengaruh minukesas
atau barang-barang lain yang memabukkan;

Boleh mengajukan permintaan kepada pegawai pengawwag
menetapkan lagi jumlah uang tunjangan yang tel&tagikan
jikalau dalam keadaan selama-lamanya tidak mamkerjaeitu
terdapat perubahan yang nyata;

Dapat mengajukan keberatan dengan surat kepadaeMent
Tenaga Kerja, apabila permintaan izin atau perramtantuk
memperpanjang waktu berlakunya izin ditolak dalaakiw 60
(enam puluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan
Pengusaha berhak untuk :

a. Mendapat pelayanan untuk memperoleh calon tenaga
kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negerii da
Kandepnaker.

b. Mendapat informasi pasar kerja.

Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perwsahaing di
luar negeri yang menunjuknya;

Dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Tenaga Kias
pencabutan izin usahanya selambat-lambatnya 38 ftiguh)
hari setelah keputusan izin usaha dikeluarkan;

Menetapkan saat dimulainya istirahat tahunan dengan
memperhatikan kepentingan buruh;

Mengundurkan saat istirahat tahunan untuk selamadsa 6
(enam) bulan terhitung mulai saat buruh berhak ettshat
tahunan berhubung dengan kepentingan perusahagmyate-
nyata;

10. Dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit desgatu

pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yemigut dari
suatu peraturan perundangan/peraturan perusahatn/dana
yang menyelenggarakan jaminan sosial ataupun suatu
pertanggungan;

11.Menjatuhkan danda atas pelanggaran suatu hal apailitu

diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tedtdis peraturan
perusahaan;

*Ibid, him 51
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12.Meminta ganti rugi dari buruh, bila terjadi keruaakbarang atau
kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun mpikak
ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalggan
13. Memperhitungkan upah dengan :
a. Denda, potongan, dan ganti rugi.
b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada
buruh dengan perjanjian tertulis.
c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah
dibayarkan dan cicilan utang buruh terhadap pergsa
dengan ketentuan harus ada tanda bukti tertulis.

2.2.2.2Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kerja/Pengusaha

Kewajiban pengusaha adalah suatu prestasi yang thlakukan oleh
pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Padanga seorang pengusaha
dapat melakukan dua hubungan yakni hubungan keikaeggan dan hubungan
pemberian kuasa. Adapun kewajiban yang utama bamgberi kerja/pengusaha
adalah membayar upah. Kewajiban-kewajiban lainnyari dpemberi
kerja/pengusaha yaitu memberi hari istirahat, memgeempat kerja dan alat
kerja, memberi surat keterangan, bertindak sel@agaberi kerja/pengusaha yang
baile®.

Berdasarkan Pasal 1602 Kitab Undang-Undang HukurdaRe diantara
beberapa bunyi Pasalnya bahwa kewajiban-kewajibambpri kerja adalah
sebagai berikut :

1) Si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh opatpada
waktu yang telah ditentukan;

2) Si majikan diwajibkan untuk mengatur dan memeliharanti-
piranti atau perkakas-perkakas dalam mana atavademgna ia
menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa, Uggita
untu hal melakukannya pekerjaan mengadakan atueargy y
sedemikian rupa memberikan petunujuk-petunjuk hangg
buruh diperlindungi terhadap bahaya bagi jiwa, ketatan dan
harta bendanya, sebegitu jauh, sebagaimana dapattudi
sepantasnya berhubung dengan sifat pekerjaan;

3) Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atandapat
kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kéayai, paling
lama dalam waktu enam minggu, maka majikan wajibgoeus
perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantagayzal ini
belum diberikan berdasarkan peraturan lain ia lkerhanuntut

*F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja Bumi Aksara, Jakarta, him. 39
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kembali biaya untuk itu dari buruh, tetapi biaydase empat
minggu pertama hanya dapat dituntut kembali bilkit satau
kecelakaan itu disebabkan oleh perbuatan sengajgpatbuatan
cabul buruh atau sebagai akibat dari suatu cacnbgang pada
waktu membuat perjanjian dengan sengaja telah idiber
keterangan palsu oleh buruh itu. Tiap perjanjiangyenungkin
akan mengakibatkan kewajiban-kewajiban itu dikakaal atau
dibatasi adalah batal;

4) Si majikan pada umumnya seorang majikan wajib nulak
atau tidak melakukan sesuatu yang dalam keadaap sama
wajib dilakukan atau tidak dilakukan oleh seoarargjikan yang
baik;

5) Si majikan diwajibkan pada waktu berakhirnya permgan
kerja, atau permintaan si buruh, memberikan kepadaapucuk
surat pernyataan yang ditandatangani olehnya.

Sedangkan menurut beberapa Pasal di dalam UndasgagriNomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kewajiban Peénberja/Pengusaha
diantaranya ialdfi :

1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan \kakay

2) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secgkupn
kepada pekerja/buruh;

3) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secgkupn
kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang
diwajibkan oleh agamanya;

4) Apabila pengusaha memperkerjakan lebih dari 10 u{sép
orang, pengusaha wajib membuat peraturan perusaye@m
mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atgab@e yang
ditunjuk kecuali telah memiliki perjanjian kerjarsama;

5) Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskarseida
memberikan naskah peraturan perusahaan atau perutyah
kepada pekerja/buruh;

6) Memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/bdarfatau
serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yaeganggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekunaraggnya 7
(tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan penutugaosphaan
(lock ou).

*|bid, him 13
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2.3 Pekerja/buruh
2.3.1 Pengertian Pekerja/buruh

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentagigiagakerjaan
dalam Pasal 1 Angka 3 dapat dilihat pengertian giekerja/buruh yaitu “setiap
orang yang bekerja dengan menerima upah atau inmbd@am bentuk lain”
Dalam definisi ini terdapat dua unsur, yaitu unstang yang bekerja dan unsur
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maberbeda dengan definisi
tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakugekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk m&meebutuhan sendiri
maupun masyarakat

Menurut Payaman Simanjuntak merumuskan bahwa p#angeenaga
kerja (nan powey adalaf® :

Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedanganmen

pekerjaan, dan yang melaksanaan kegiatan lainytséesekolah

dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga @arjabukan

tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur aséau u

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa pengddraga kerja sangat
luas yaitu mencakup semua penduduk dalam usia kerkayang sudah bekerja
maupun yang mencari pekerjaan. Usia kerja dalamabigdndang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 16 minlmealmur 15 tahun.
Sedangkan pengertian pekerja/buruh adak#tidp orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk laitradi pekerja adalah sebagian
dari tenaga kerja, dalam hal ini yang sudah mendgsarjaafr.

Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan kiasim sering dipakai
sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yadgnge memperjuangkan
program organisasinya. Istilah pekerja dalam pkaksering dipakai untuk
menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekendrak, pekerja borongan,
pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap spagainya. Buruh pada

dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenagkedeampuannya untuk

?’Danang SunyotdOp Cit him 19
AgusmidahOp Cit, him 6
®Ibid , him 8
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mendapatkan balasan berupa pendapatan yang baakasgsmani maupun
rohani. Dan disatu sisi pengertian pekerja adaktga luas, yaitu tiap orang
yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan keajapun di luar hubungan
kerja yang secara kurang tepat oleh sementara diseigut buruh beb#s
Berdasarkan uraian diatas, istilah buruh telah rdigan dengan istilah
pekerja yaitu orang yang bekerja dengan menerinan @ytau imbalan dalam
bentuk lain. Pekerja adalah sebagian dari tenaga, kealam hal ini pekerja
adalah orang yang sudah mendapatkan pekerjaan bedapi karena tenaga kerja
meliputi pula orang penggangguran yang mencarirpeke (angkatan kerja), ibu
rumah tangga dan orang lain yang belum atau tidetkpunyai pekerjaan tetdp

2.3.2Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh
2.3.2.1 Hak-Hak Pekerja/buruh

Hak merupakan suatu hal yang selayaknya diterired pkkerja/buruh
sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihakguetkerja, dalam hal ini
menerima upah atau penghasilan laiffiyaMenurut Darwin Prints, yang
dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yangs hdiberikan kepada
seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau staiseseorariy

Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republikriedia Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasi@sal R angka 3, yaitu :

Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima diagatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberiaklegpada
pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatiamgian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perUndang-Undangammagek
tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suakerjpan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang NbBndahun 2003

tentang Ketenagakerjaan bahwa hak-hak buruh/pettiangaranya :

1. Menerima upah (upah minimum, upah kerja lemburhujak
masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masyk karena

**Imam Soepomo, 199Bengantar Hukum PerburuhaBjambatan, Jakarta, him 11
¥Danang SunyotdOp Cit him 22

*Ipbid, him 34

*bid, him 35
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melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upahena
menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dara
pembayaran upah, denda dan potongan upah, hakhgldapat
diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala ygeadgan
yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangonudah
untuk perhitungan pajak penghasilan);

Mendapat perlidungan (keselamatan dan kesehat@n kaoral,
dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai deng&at hdan
martabat manusia serta nilai-nilai agama);

Mendapat waktu istirahat dan cuti;

Mendapat jaminan keselamatan;

Mendapat kesempatan yang secukupnya untuk melddesana
ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;

Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;

Mendapat fasilitas kesejahteraan sesuai kemamprasghaan;
Membentuk dan menjadi anggota pekerja/serikat huruh
Melakukan mogok kerja yang dilakukan secara satiptedan
damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

10.Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi d

pengusaha.

2.3.2.2Kewajiban-Kewajiban Pekerja/Buruh

Buruh mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu antama : melakukan

pekerjaan, mentaati tata tertib perusahaan, memig®yala dan ganti rugi serta

bertindak sebagai buruh yang baik. Selain itu baguh yang bertempat tinggal

pada majikan, wajib mentaati tata tertib rumah ganmajikari’.

Kewajiban-kewajiban pekerja/buruh yang wajib diggnantara laif? :

@rPpapop

Wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi nmajika
Wajib mematuhi peraturan perusahaan,

Wajib mematuhi perjanjian kerja,

Wajib mematuhi perjanjian perburuhan,

Wajib menjaga rahasia perusahaan,

Wajib mematuhi peraturan majikan,

Wajib memenuhi segala kewajiban selama izin belilerdkan
dalam hal ada banding yang belum ada putusannya.

Di lain sisi disebutkan juga bahwa kewajiban-kebaji para pekerja

terhadap pemberi kerja ada 3 (tiga) kewajibanuyfait

1.

Melaksanakan pekerjaan dengan baik

*F.X. Djumialdiji, S.H Op Cit him. 79
*Danang Sunyot@p Cit, him 46
**Ibid , him 48
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Pekerja sebagai partner pengusaha dalam pengembanga
usaha dituntut memiliki suatu dedikasi dan tanggyegab
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankard&eypa
Hal ini tidak bisa lepas dari tingkah laku dan nhagaorang
pekerja/buruh.

Program dan rencana kerja terhadap hasil produksing
atau jasa yang akan dilakukan sebetulnya sudakiritgm oleh
pengusaha dengan suatu harapan hasil produksikairdan
berkualitas dalam rangka menunjang pemasaran daajkan
perusahaan. Namun kondisi demikian belum tentuapeic
sepenuhnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kireias
seorang pekerja/buruh dalam produksi antara lasebdibkan
oleh kondisi keluarga dan kebutuhan hidup yangktidapat
terpenuhi secara baik, yang paling dominan adal&a |
mempunyai banyak anak tetapi dengan penerimaan ygoad
tidak mencukupi sehingga dapat menimbulkan masg&aiy
nantinya bisa terkait dengan tugas-tugas yang di@ankan.

Suatu hubungan kerja yang terjalin dengan baiktaiarpara
pihak yaitu pengusaha sebagai pemilik modal danenpek
sebagai penghasil barang produksi sangatlah petdingama
dalam hubungan dengan kegiatan proses produksmdaalah-
masalah yang akan dihadapi oleh pekerja/buruh. &eragas
kekeluargaan dan musyawarah serta adanya pengetfian
bantuan dari pengusaha tentunya masalah dapatatimat
bersama sehingga pekerja/buruh tidak larut dalasalaha tetapi
sadar bahwa melaksanakan pekerjaan dengan bailkpakearu
suatu kewajiban yang pada akhirnya dapat menghasilk
produksi yang optimal.

. Kepatuhan pada aturan perusahaan

Dalam suatu perusahaan biasanya ada aturan-atecanas
internal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban d
masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan tdrseb
diharapkan akan dipatuhi dan ditaati sehingga titiakbul
masalah. Kondisi ini bisa terjadi karena kadangakgadidak ada
suatu keterbukaan dari salah satu pihak tentangyadgzerjanjian
kerja yang seharusnya dapat diketahui oleh selangota
serikat pekerja. Adapun caranya dengan diinfornaasipada
mereka atau ditaruh di papan pengumuman. Hal oak@ tidak
dilaksanaan perusahaan sehingga timbul banyak gussan
yang dilakukan meskipun sebenarnya sudah ada editwigam
yang telah disepakati. Oleh karena itu, transpardaa niat
kejujuran semua pihak perlu ditegakkan bersama megag
orang taat karena mangerti.

. Menciptakan ketenangan kerja

Terwujudnya ketenangan kerja di suatu lingkungan

perusahaan merupakan dambaan bagi seorang pengdsaima
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merupakan salah satu indikator keberhasilan bahwtargan
antara pekerja/buruh dengan pengusaha dapat riegahgan
harmonis sehingga dapat menimbulkan rasa percayadain
tanggung jawab dari pekerja untuk menghasilkan nudjasa
yang berkualitas.

2.4 Kecelakaan Kerja
2.4.1 Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dak wiharapkan. Tak
terduga, oleh karena di belakang peristiwa ituktitadapat unsur kesengajaan,
lebih lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari prristiva sabotase atau
tindakan kriminil di luar lingkup kecelakaan yarngpsnarnya. Tidak diharapkan,
oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugnaterial ataupun penderitaan
dari yang paling ringan sampai kepada yang palergib.

Kecelakaan kerja maksudnya adalah kecelakaan yenhglungan dengan
hubungan kerja pada suatu perusahaan. Berhuburegagam kecelakaan kerja
adalah kecelakaan tersebut bersumber atau berasal pdrusahaan yang
disebabkan berbagai fakféHubungan kerja disini dapat berarti, bahwa
kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan ptala waktu melaksanakan
pekerjaan. Maka dalam hal ini, terdapat dua perfalaaa penting, yaifii :

1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan, atau
2. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedangikdak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4thuh 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal laahgkdapat dilihat bahwa
pengertian kecelakaan kerja yaitu :

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadginddubungan
kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam la@iga dari rumah
menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakigydisebabkan
oleh lingkungan kerja.

Suma’mur P.K, 1995Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelaka@h, Toko
Gunung Agung, Jakarta, him 5

$7aeni Asyhadie, 200Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerjadzirasia
Rajawali, Jakarta, him 127

*Suma’mur P.KOp Cit him 5
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Kecelakaan akibat kerja diperluas lagi ruang lumkya, sehingga
meliputi juga kecelakaan-kecelakaan tenaga kerjagyé¢erjadi pada saat
perjalanan atau transport ke dan dari tempat Rer@ecelakaan itu bersumber
atau berasal dari perusahaan yang umumnya disebaidh empat (4) faktor
yaitu™

a. Faktor manusia,

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurang
pengalaman atau karena salah penempatan.

b. Faktor material,

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari begitsupaya
lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga inuda
menimbulkan kecelakaan.

c. Faktor bahaya, ada dua (2) yaitu :

a. Perbuatan berbahaya,
Misalnya metode kerja yang salah, keletihan atau
kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna, dan

b. Kondisi berbahaya,
Keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan,
lingkungan, proses dan sifat pekerjaan.

d. Faktor yang dihadapi,

Misalnya kurangnya pemeliharaan mesin atau peratghingga
tidak bisa bekerja sempurna.

2.2.2 Jenis-jenis Kecelakaan Kerja

Tidak semua jenis kecelakaan dapat dikategorikdragse kecelakaan
kerja, ada beberapa jenis kecelakaan yang padayavadiak dapat dikategorikan
kecelakaan kerja namun karena perkembangan tekndegelakaan tadi
dimasukkan sebagai kecelakaan kerja, dengan pediggab yang demikian,
maka tidak hanya meliputi kecelakaan di dalam @drasn saja yang termasuk
kecelakaan kerja, tetapi juga meliputi kecelakadn lintas yang timbul pada saat

pergi dan pulang dari tempat kéfja

“Ibid, him 6
*Zaeni AsyhadieQp Cit him 128
“Ipid, him 131
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Dengan demikian dapat digolongkan tiga jenis kéeela kerja, yaitt? :

a) Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan lsagara

b)

sempit, yaitu golongan yang hanya meliputi kecedakgang
terjadi di perusahaan saja.

Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan keujearb
hanya terjadi di perusahaan saja, tetapi juga p&nyang timbul
karena hubungan kerja di perusahaan tempat beklana,
Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan lsegara luas,
yaitu kecelakaan kerja yang meliputi golongan mpeaadan
kedua ditambah kecelakaan lalu lintas yang terpadia saat
pulang dan pergi ke tempat kerja dengan melalei yahg biasa
dilewati.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang rdamiSosial

Tenaga Kerja memperluas pengertian kecelakaan #erjgan meliputi penyakit

yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, nademgan catatan bahwa

kalau penyakit tersebut menyebabkan yang bersamgkrdcat atau meninggal

dunia, maka untuk dapat dianggap sebagai penyakgl&kaan kerja haruslah

memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarattatsadalah:

1.

2.

Pekerjaan pekerja/buruh harus menanggung risikoyegbat
penyakit itu.

Pekerja/buruh yang bersangkutan berhubungan laggsemgan
risiko itu.

Tidak ada kelalaian atau kesengajaan oleh pekésja lauruh
sehingga terkena penyakit itu.

Khusus untuk penyakit tertentsil{cosis, absetosis, danbsyngsis
tidak dianggap sebagai penyakit akibat kerja (ké@&n kerja)
jika pekerja/buruhmenderita penyakit tersebut leldri tiga
tahun sejak dia berhenti bekerja ditempat penyaksebut.

“Ibid, him 132
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2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.5.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja @

Pengertian atau definisi Keselamatan dan Kesel&ga (K3) umumnya
terbagi menjadi 3 (tiga) versi diantaranya ialamgegtian dan definisi K3
menurut Filosofi, pengertian dan definisi K3 menufeilmuan, serta pengertian
dan definisi K3 menurut standar OHSAS 18001:2004tikait adalah pengertian
dan definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (&2gbut* :

1. Pengertian K3 menurut Filosofi (Mangkunegara)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu
pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerjaukhya
dan manusia pada umumnya serta hasil karya darybus@nuju
masyarakat adil dan makmur.

2. Pengertian K3 menurut Keilmuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sefmua |
dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya keeslddaxja,
penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakatan
pencemaran lingkungan.

3. Pengertian K3 menurut OHSAS 18001:2007

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua
kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada kesd¢tan dan
kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang laintréddaor,
pemasok, pengunjung, dan tamu) di tempat kerja.

Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalemgan mesin,
pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahalamgiasan tempat kerja dan
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjadaselamatan kerja
bersasaran segala tempat kerja, baik darat, dnd&aah, di permukaan air, di
dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerjailkdamtersebar pada segenap
kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, gmkangan, perhubungan,
pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Keselamataja kmenyangkut segenap
proses produksi dan distribusi, baik barang, mayasen Salah satu aspek penting
sasaran keselamatan kerja, mengingat risiko baljayadalah penerapan
teknologi, terutama teknologi yang lebih maju damtakhir. Keselamatan kerja

“http://Pengertian (Definisi) K3 (Keselamatan dan séteatan Kerja) Ahli K3
Umum.htm diakses pada hari Senin Tanggal 9 Nove2®#¥5s Pukul 18.00 WIB.
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adalah tugas semua orang yang bekerja. Keselarkat@nadalah dari, oleh, dan
untuk setiap tenaga kerja serta orang lainnya, @@ masyarakat pada
umumnyé&’.

Kesehatan Kerja adalah spesialisasi dalam ilmuhiegéae atau kedokteran
beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atasgyarakat pekerja
memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya fisk, mental maupun sosial
dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap/akit atau gangguan
kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjdan lingkungan kerja, serta
terhadap penyakit-penyakit umum. Sifat dari Kessaterja adalah sasarannya

manusia dan bersifat metfis

2.5.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Tujuan Keselamatan Kerja adalah sebagai béfikut

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keslelamatannytnda
melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan
meningkatkan produksi serta produktivitas nasional

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang bedadempat
kerja.

3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan sesanran dan
efisien.

Dalam hubungan kondisi-kondisi dan situasi di Irefa, keselamatan
kerja dinilai seperti berik(f :

1. Keselamatan Kerja adalah sarana utama pencegabalakaan,
cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan lkafelamatan
kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keam#aresaga kerja.
Kecelakaan selain menjadi sebab hambatan-hambatesung
juga merupakan kerugian-kerugian secara tidak lamgs/akni
kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentingseprproduksi
untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungaa, ldan lain-
lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kéxgak langsung
atau tidak langsung cukup bahkan kadang-kadangataatgu

“*Suma’mur P.K.Op Cit him 1

“*Krisnamurti dkk, 2002Diktat Keselamatan dan Kesehatan Kelaiversitas Jember,
Jember, him 3

Suma’mur P.K.Op Cit, him 1

*Ibid, him 2
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terlampau besar, sehingga bila diperhitungkan aetasional hal

itu merupakan kehilangan yang berjumlah besar.

. Analisa kecelakaan secara nasional berdasarkanaamgka
yang masuk atas dasar wajib lapor kecelakaan daa da
kompensasinya dewasa ini seolah-olah relatif rendah
dibandingkan dengan banyaknya jam kerja tenagaa.kerj
Kenyataan ini belum benar-benar menggembirakangenkar
dibalik angka-angka tersebut masih terdapat kelamah
kelemahan pelaporan dan pencatatan kecelakaan parig
penyempurnaan. Selain itu, perlu juga penggarapgratikhan
kewajiban lapor oleh perusahaan-perusahaan mengenai
kecelakaan kerja.

. Potensi-potensi bahaya yang mengancam keselameada p
berbagai sektor kegiatan ekonomi jelas dapat diehse
misalnya :

a. Sektor pertanian yang juga meliputi perkebunan
menampilkan aspek-aspek bahaya potensial seperti
modernisasi pertanian dengan penggunaan racun-racun
hama dan pemakaian alat baru seperti mekanisasi. Su
sektor perikanan memiliki bahaya khusus terutama
penangkapan ikan oleh nelayan. Sub-sektor kehutanan
juga mempunyai kekhususan dalam soal keselamatan
industri perkayuan.

b. Sektor industri disertai bahaya-bahaya potensipéersie
keracunan-keracunan  bahan  kimia, kecelakaan-
kecelakaan oleh karena mesin, kebakaran, ledakan-
ledakan, dan lain-lain.

c. Sektor pertambangan mempunyai resiko-resiko khusus
sebagai akibat kecelakaan tambang, sehingga
keselamatan pertambangan perlu dikembangkan secara
sendiri. Minyak dan gas bumi termasuk daerah rawan
kecelakaan.

d. Sektor perhubungan ditandai dengan kecelakaan-
kecelakaan lalu lintas darat, laut, dan udara $eteya-
bahaya potensial pada industri pariwisata. Demigiala,
telekomunikasi mempunyai  kekhususan-kekhususan
dalam resiko bahaya.

e. Sektor jasa, walaupun biasanya tidak rawan kecafgka
juga menghadapkan problematik bahaya kecelakaan
khusus.

f. Menurut observasi, angka frekuensi untuk kecelakaaa
kecelakaan ringan yang tidak menyebabkan hilangnya
hari kerja tetapi hanya jam kerja masih terlaluygin
Padahal dengan hilangnya satu atau dua jam sehari
berakibat kehilangan jam kerja yang besar secara
keseluruhan. Upaya secara lebih serentak diperlukan
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untuk memberantas kecelakaan-kecelakaan ringan
demikian.

4. Analisa kecelakaan memperlihatkan bahwa untuk setia
kecelakaan ada faktor penyebabnya. Sabab-sebakbuers
bersumber kepada alat-alat mekanik dan lingkungea &epada
manusianya sendiri. Untuk mencegah kecelakaan, epairy
penyebab ini harus dihilangkan.

5. 85% dari sebab-sebab kecelakaan adalah faktor maaraka
dari itu, usaha-usaha keselamatan selain ditujikpada tehnik
mekanik juga harus memperhatikan secara khususk aspe
manusiawi. Dalam hubungan ini, pendidikan dan paingban
keselamatan kerja kepada tenaga kerja merupakamnasar
penting.

6. Sekalipun upaya-upaya pencegahan telah maksimeg)dk@aan
masih mungkin terjadi, dan dalam hal inilah, adalasar
peranan kompensasi kecelakaan sebagai suatu semaja
sosial bagi meringankan beban penderita.

Tujuan Kesehatan Kerja adalah menciptakan tenaga ¥ang sehat dan
produktif. Terdapat korelasi antara derajat kesehayang tinggi dengan
produktivitas kerja atau perusahaan yang didasas&ela kenyatadh:

1. Efisiensi kerja yang optimal dan maksimal, jika @e¢&an
dilakukan dengan cara dan dalam lingkungan kerjagya
memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang melipudntek panas,
penerangan di tempat kerja, debu di udara ruang,ksikap
badan, penyerasian manusia dan mesin, efisiensja. ker
Lingkungan dan cara kerja perlu disesuaikan dengagkat
kesehatan dan keadaan gizi tenaga kerja yang lg&rgan.

2. Biaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja sentgadet umum
yang meningkat jumlahnya akibat dari pekerjaan adadébih
mahal daripada biaya pencegahan. Biaya kuratif yauadpal
meliputi pengobatan, perawatan di rumah sakit, bditesi,
absenteisme, kerusakan mesin, peralatan dan bakigat a
kecelakaan, terganggunya pekerjaan dan cacat yangtap.

*Krisnamurti dkk,Op Cit, him 4
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2.5.3 Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerj&3)

Ruang lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja @&ntukan oleh
adanya 3 (tiga) unsur, yaftu

1. Adanya tempat di mana dilakukan pekerjaan bagiatesisaha;

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana;

3. Adanya bahaya kerja di tempat itu.

Tenaga kerja tidak selalu bekerja dalam suatu tek®ga. Sering untuk
waktu tertentu mereka harus memasuki ruangan-reangauk mengkontrol,
menyetel, menjalankan instalasi-instalasi, instatestalasi itu dapat merupakan
sumber bahaya, sehingga harus memenuhi syaratakesteh kerja yang
berlaku,agar setiap orang yang memasukinya dan/atalt mengerjakan sesuatu
disana, walaupun untuk jangka waktu pendek, terjamselamatannya

Sumber bahaya dapat mempunyai daerah pengaruhm@ngs sehingga
perlu diambil tindakan penyelamatan yang diperluksad ini sekaligus menjamin
kepentingan umum. Sumber bahaya dapat dikenalibertiengarf :

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alga lserta
peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya.
Lingkungan.

Sifat pekerjaan.

Cara kerja.

Proses produksi.

abkwn

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselam#tarja
mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat, ksajk di darat, di dalam
tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun diradyang berada di wilayah
kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ketentuan-keentersebut berlaku di
dalam tempat kerja dimatia

1. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesisapat, alat,
perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahta@a dapat
menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan.

2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagamgkiiangkut,
atau disimpan bahan atau barang, yang dapat meledakah

*%|bid, him 14
*!1bid, him 15
>?|bid, him 16
>|bid, him 15
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terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksgrsuhu
tinggi.

3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, peihbe
atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunanydainn

termasuk bangunan-bangunan pengairan, saluran, atau

terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau diman
dilakukan pekerjaan persiapan.

4. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembuladan,
pengerjaan hutan, pengolahan kayu, atau hasil haianya,
peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan.

5. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : greeak,
logam, atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gasnyak
mineral lainnya, baik dipermukaan atau di dalam ibunaupun
di dasar perairan.

6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atu manbsié di
daratan, melalui terowongan, di permukaan air, aam air
maupun di udara.

7. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapalatlper
dermaga, dok, stasiun, atau gedung.

8. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekelgan di
dalam air.

9. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas pemamoktanah
atau perairan.

10.Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara ataw samg
tinggi dan rendah.

11.Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya teriintéah,
kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh tEnerosok,
hanyut atau terpelanting.

12.Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang

13.Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debuakotapi,
asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinaraat@siy suara
atau getaran.

14.Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah rataahli

15.Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerima#a, nedar,
televisi, atau telepon.

16.Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, pedijkealn atau
riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis.

17.Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibbggikan
atau disalurkan listrik, gas, minyak, atau air.

18.Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselgagkan
rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instdlagik atau
mekanik.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukdiktas, maka

dapat saya berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja dapagdimenjadi dua
yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindunghukum
represif. Perlindungan hukum preventif berkaitamgds usaha
pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerjJamd&ndang-
Undang Ketenagakerjaan jaminan keselamatan daha&@sekerja itu
diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerjessatjala tempat
kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukasan dad dalam air
maupun di udara, yang berada di dalam wilayah lsdam hukum
Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiaprjpelle Indonesia
berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan Refindungan
hukum represif dilakukan setelah terjadinya sualarmmgaran hak
buruh/pekerja dan dapat diselesaikan dalam dua, jghitu upaya
penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dayaipenyelesaian
melalui pengadilan hubungan industrial yang mekaais
penyelesaiannya ada dalam Undang-Undang Penyelesaia
Perselisihan Hubungan Industrial yang nantinya akemimbulkan
adanya sanksi administratif dan sanksi pidana kmggak yang
bersengketa.

2. Tanggung jawab perusahaan terhadap buruh yang dnekgaban
kecelakaan kerja akibat tidak diterapkannya Kesalam dan
Kesehatan Kerja (K3) dapat dibagi menjadi 2 (dugaitu
pertanggungjawaban internal dan pertanggungjawabksternal.
Pertanggungjawaban internal terlihat dalam Pasahifuf j Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pékanh

dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakega, atau sakit

74
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karena hubungan kerja yang menurut surat keteradghter yang
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikik dapat
dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaHipekerja
tersebut. Perusahaan bertanggung jawab untuk netagperkerjakan
buruh/pekerja tersebut. Selanjutnya, pertangguraljaw eksternal
dapat diwujudkan dengan jalan wajib mengikutsertalseluruh
buruh/pekerja suatu perusahaan dalam program paateriyang
menjamin kelangsungan hidup buruh/pekerja setelangaiami
kecelakaan kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja.

Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh bwekéf@m yang
mengalami kecelakaan kerja akibat tidak diterapkarnfeselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan menundarg-
Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industigpat
diselesaikan dalam 2 (dua) jalur, yaitu penyelesgi@rselisihan
hubungan industrial di luar pengadilan yaitu melatekanisme
bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Salamja setelah tidak
menemukan titik temu dapat diselesaikan melalui gpdilan
hubungan industrial. Penyelesaian perselisinan HKigdou Industrial
diluar pengadilan sifatnya adalah wajib sebelum emgruh upaya

penyelesaian melalui pengadilan Hubungan Industrial

4.2 Saran

1.

Hendaknya pemerintah lebih memperketat pengawasdmadap
pengusaha yang tidak menerapkan Keselamatan dah#tas Kerja
(K3) dalam perusahaan. Sehingga tidak semakin Banyauh/pekerja
yang menjadi korban akibat kecelakaan kerja yaadilolatkan dari
tidak diproritaskan Keselamatan dan Kesehatan K@€) dalam
perusahaan. Pemerintah diharapkan menerapkan dagles sesuai
Undang-Undang yang berlaku terhadap pengusaha atak
memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (#&am

perusahaan.
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2. Hendaknya pemberi kerja atau pengusaha mempricaitas

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perasalya karena
dengan adanya lingkungan kerja yang aman, nyamantefderam
akan menimbulkan keinginan untuk bekerja dengaik. émakin
tersedianya fasilitas keselamatan kerja maka alkamalsin sedikit
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dalam péasn.
Pengusaha dan buruh/pekerja yang bersengketa baikuad
pengadilan maupun melalui pengadilan diharapkardaqy@atkan hasil
yang adil. Dalam hal ini Undang-Undang sudah merkaerfasilitas
yang sudah tepat dalam usaha menerapkan Keselant#an
Kesehatan Kerja (K3) namun disini banyak buruh yaragsih buta
akan hukum sehingga pengawasan dari pemerintadn gengawasan
dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja sangat dibutoh®alam usaha
pemenuhan hak-hak buruh/pekerja.
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